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pemanfaatan tanah, sengketa kepemilikan, batas wilayah, dan hak
guna tanah semakin sering terjadi. Dalam menghadapi permasalahan
ini, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
telah diakui sebagai metode yang lebih cepat, murah, dan efisien
dibandingkan dengan jalur litigasi yang sering kali memakan waktu
lama dan biaya tinggi. Mediasi memungkinkan para pihak untuk
mencapai kesepakatan yang bersifat win-win solution tanpa harus
melalui proses hukum yang berbelit. Namun, efektivitas mediasi
sangat bergantung pada berbagai faktor. Keberhasilan mediasi sangat
ditentukan  oleh  sejauh  mana  hasil  kesepakatan  dapat
diimplementasikan dengan baik, termasuk dukungan dari lembaga
pertanahan dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti keputusan
yang telah disepakati. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan
sengketa tanah, terutama jika dilaksanakan secara profesional dengan
memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi para pihak.
Mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum
agraria, kemampuan komunikasi yang baik, serta pengalaman dalam
menangani kasus serupa dapat meningkatkan peluang keberhasilan
mediasi. Namun, juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu
diatasi agar mediasi dapat berjalan lebih optimal. Tantangan tersebut
mencakup ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak di mana
pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan politik sering kali memiliki
pengaruh lebih besar kurangnya pemahaman masyarakat tentang
proses dan manfaat mediasi, serta keterbatasan dalam pelaksanaan dan
pengawasan terhadap hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Copyright© 2025 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi di
Indonesia, mengingat pentingnya tanah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi,
sosial, dan budaya yang tinggi(Suputra et al., 2023). Tanah tidak hanya menjadi aset
ckonomi bagi pemiliknya, tetapi juga simbol status sosial dan identitas budaya yang melekat
erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa
kepemilikan, batas, atau pemanfaatan tanah, dampaknya sering kali melampaui aspek
hukum, dan dapat memicu ketegangan sosial yang serius. Sengketa tanah yang berlarut-larut
tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat
menghambat pembangunan, menurunkan nilai investasi, dan menimbulkan ketidakpastian
hukum yang merusak stabilitas sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa tanah secara tradisional dilakukan melalui proses
peradilan. Meskipun proses pengadilan memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap

keputusan, proses tersebut seringkali memakan waktu, mahal, dan sering kali menghasilkan
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keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana salah satu pihak tidak puas
dengan hasilnya. Hal ini dapat memperburuk konflik dan menyebabkan ketegangan yang
berkepanjangan. Selain itu, beban kerja yang tinggi di pengadilan dan terbatasnya sumber
daya hukum juga menjadi faktor yang menghambat efisiensi penyelesaian sengketa tanah
melalui litigasi. Menanggapi keterbatasan ini, ada kebutuhan yang semakin mendesak untuk
menemukan metode alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa
tanah. Mediasi, sebagai salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR),
menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
para pihak yang bersengketa(lhsani & Putra, 2024). Dalam mediasi, para pihak didorong
untuk berkomunikasi secara langsung dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang
saling menguntungkan, dengan bantuan mediator yang netral. Prosesnya bersifat sukarela
dan partisipatif, yang memungkinkan para pithak memiliki kontrol lebih besar terhadap
hasilnya dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan yang dapat diterima oleh semua
pihak. Keunggulan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah terletak pada
kemampuannya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat,
serta menjaga keharmonisan hubungan sosial di antara mereka.

Mediasi juga dapat dilakukan dalam suasana yang lebih rahasia, yang penting untuk
menjaga privasi dan mengurangi tekanan sosial. Namun, meskipun mediasi memiliki
potensi besar untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang lebih damai dan
efisien, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kepercayaan publik terhadap
proses mediasi, terutama di daerah-daerah di mana penyelesaian sengketa melalui
pengadilan masih dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah dan dapat diandalkan. Selain
itu, ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak yang bersengketa sering kali menjadi
kendala untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan
masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini 1). Bagaimana faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah? 2). Bagaimana

hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui upaya mediasi?

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis
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peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan constitutional
complaint dalam Mahkamah Konstitusional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi beberapa aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach)
yang menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa,
Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian
ini terdiri atas tiga kategori utama. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-
analitis, yakni dengan menjelaskan, membandingkan, serta menarik kesimpulan mengenai

penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa tanah yang diutamakan
dalam sistem hukum Indonesia, terutama karena pendekatan ini dianggap lebih fleksibel,
cepat, dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan(Bimantara, 2024).
Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali membutuhkan waktu yang lama, biaya
yang besar, serta prosedur yang kompleks, yang pada akhirnya dapat membebani para pihak
yang bersengketa (Dahliani, D., & Tuasikal, 2025). Oleh karena itu, mediasi menjadi solusi
yang lebih praktis dan adaptif, terutama dalam kasus sengketa tanah yang sering kali
melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

Dalam konteks hukum agraria, mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan
konflik kepemilikan atau penggunaan tanah yang dapat melibatkan berbagai pihak, mulai
dari individu, perusahaan, hingga instansi pemerintah(Zai & Siallagan, 2025). Sengketa
tanah di Indonesia sering kali berakar pada tumpang tindih kepemilikan, kesalahan
administrasi pertanahan, atau perbedaan interpretasi hukum mengenai hak atas tanah.
Tidak jarang pula sengketa terjadi akibat kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, seperti pembangunan infrastruktur, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di
kalangan masyarakat yang terdampak. Dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi instrumen
yang dapat menjembatani kepentingan semua pihak dengan tetap memperhatikan prinsip
keadilan dan keseimbangan.

Keunggulan utama mediasi terletak pada sifatnya yang lebih informal dibandingkan

dengan proses peradilan. Tidak seperti litigasi yang bersifat adversarial dan sering kali

Journal of Dual Legal Systems, Vol. 2, No. 1, 2025




Andri Irama Daulay & Fahmi Hakim

menimbulkan konflik berkepanjangan, mediasi mengutamakan musyawarah dan dialog
terbuka antara para pihak. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka, pihak yang
bersengketa memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami kepentingan satu sama lain,
sehingga dapat mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan kedua belah pihak (win-win
solution)(Boboy et al, 2020). Selain itu, mediasi memungkinkan fleksibilitas dalam
penyusunan solusi yang lebih kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak,
berbeda dengan putusan pengadilan yang umumnya bersifat kaku dan mengikat.

Selain itu, mediasi memberikan keuntungan dalam hal efisiensi biaya dan waktu.
Proses mediasi umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan
dengan litigasi, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun hingga mencapai putusan
final. Biaya yang dikeluarkan dalam proses mediasi pun cenderung lebih rendah karena
tidak memerlukan biaya administrasi pengadilan, biaya pengacara yang besar, serta biaya
lain yang terkait dengan persidangan. Efisiensi ini menjadi nilai tambah yang sangat penting,
terutama bagi masyarakat kecil atau kelompok rentan yang sering kali mengalami kendala
dalam mengakses keadilan karena keterbatasan finansial.

Meskipun demikian, keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah tidak
selalu dapat terjamin dan sangat bergantung pada berbagai faktor yang dapat memengaruhi
jalannya proses tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi
dalam penyelesaian sengketa tanah antara lain:

1. Faktor Kepatuhan Para Pihak

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kepatuhan para pihak yang bersengketa
terhadap proses yang sedang dijalankan. Mediasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian
sengketa yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, schingga keberhasilannya tidak
hanya ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh komitmen para pihak
dalam mencari solusi yang adil dan berimbang(Febriyanti et al., 2020). Dalam banyak kasus,
pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kepentingan yang berbeda dan sering kali
merasa memiliki klaim yang lebih kuat dibandingkan lawannya. Oleh karena itu, penting
bagi setiap pihak untuk memiliki pemahaman bahwa mediasi bukanlah ajang untuk mencari
kemenangan mutlak, melainkan sebuah proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan
yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas mediasi adalah sejauh mana para
pihak memiliki kesadaran hukum dan kesediaan untuk berpartisipasi secara aktif dalam

mencari solusi yang adil. Kesadaran hukum yang tinggi memungkinkan para pihak untuk
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memahami hak dan kewajiban mereka dalam mediasi, sehingga mereka dapat mengambil
keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Sebaliknya, rendahnya pemahaman
tethadap proses hukum dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme
mediasi, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya penyelesaian sengketa secara damai.
Oleh karena itu, peran mediator dalam memberikan edukasi hukum dan menjelaskan
prosedur mediasi secara transparan menjadi sangat penting agar para pihak dapat mengikuti
proses dengan lebih baik dan memiliki harapan yang realistis terhadap hasil yang akan
dicapai.

Namun, meskipun kesadaran hukum telah terbentuk, proses mediasi tidak akan
berjalan optimal apabila salah satu atau kedua belah pihak bersikap tidak kooperatif. Sikap
tidak kooperatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakhadiran dalam
pertemuan mediasi, ketidakinginan untuk mendengarkan pandangan pihak lain, atau bahkan
secara sengaja menciptakan ketegangan agar mediasi gagal dan kasus berlanjut ke
pengadilan. Dalam beberapa kasus, ada pihak yang memanfaatkan mediasi hanya sebagai
formalitas sebelum membawa sengketa ke ranah litigasi, tanpa benar-benar berniat mencari
penyelesaian damai. Perilaku semacam ini tidak hanya menghambat jalannya mediasi, tetapi
juga mencerminkan kurangnya itikad baik dalam mencari solusi yang adil. Oleh sebab itu,
sangat penting bagi mediator untuk memastikan bahwa para pihak mengikuti proses
dengan niat yang tulus dan mematuhi prinsip-prinsip dasar mediasi.

Selain itu, keterbukaan dan kesediaan untuk berdialog menjadi aspek krusial dalam
menentukan keberhasilan mediasi. Mediasi yang berhasil ditandai dengan adanya
komunikasi yang baik antara para pihak, di mana masing-masing pihak dapat
menyampaikan kepentingan dan kekhawatirannya tanpa rasa takut atau tekanan. Dialog
yang terbuka memungkinkan para pihak untuk lebih memahami perspektif lawan mereka,
schingga lebih mudah menemukan titik temu yang dapat menjadi dasar kesepakatan
bersama. Jika masing-masing pihak bersikeras mempertahankan posisinya tanpa mau
mempertimbangkan alternatif lain, maka mediasi akan menemui jalan buntu. Oleh karena
itu, peran mediator dalam membangun komunikasi yang konstruktif, menciptakan suasana
yang kondusif, serta mendorong para pihak untuk mencari solusi yang saling
menguntungkan menjadi sangat penting dalam mencapai hasil yang optimal.

Komitmen untuk menyelesatkan sengketa secara damai juga menjadi faktor kunci
dalam keberhasilan mediasi. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari para pihak, mediasi

hanya akan menjadi proses yang berjalan di tempat tanpa hasil yang nyata. Komitmen ini
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tidak hanya mencakup kesediaan untuk berdialog, tetapi juga mencakup keseriusan dalam
menjalankan kesepakatan yang telah dicapai(Susanto et al., 2024). Dalam beberapa kasus,
mediasi berhasil menghasilkan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak, namun
di kemudian hari salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut, sehingga sengketa
kembali muncul.

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa sekitar 65% kasus
sengketa tanah yang berhasil dimediasi melibatkan para pihak yang bersedia berkompromi
dan mengikuti prosedur mediasi dengan itikad baik. Angka ini mengindikasikan bahwa
keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada aspek legalitas atau substansi hukum
yang menjadi dasar sengketa, tetapi juga pada faktor non-hukum, seperti kesiapan mental,
keinginan untuk mencapai solusi bersama, serta keterbukaan dalam bernegosiasi.

Dalam praktiknya, sengketa tanah sering kali melibatkan lebih dari sekadar konflik
kepemilikan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik(Matakena et al., 2024).
Misalnya, dalam sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah,
faktor kultural dan hak kolektif atas tanah sering kali menjadi kendala dalam mencapai
kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, mediasi tidak dapat dilakukan hanya dengan
pendekatan legalistik, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap latar belakang sosial
dan ekonomi para pihak yang bersengketa.

Beberapa kasus, pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang kuat terhadap objek
sengketa cenderung lebih sulit untuk mencapai kesepakatan, terutama jika mereka merasa
memiliki klaim yang lebih kuat dibandingkan pihak lain(Myaskur & Wahyudiono, 2024).
Misalnya, seorang pemilik tanah yang memiliki sertifikat resmi mungkin merasa bahwa ia
memiliki hak absolut atas tanah tersebut dan enggan berkompromi dengan pihak yang
mengklaim tanah berdasarkan hak waris atau kepemilikan adat. Demikian pula, dalam
sengketa antara pengembang properti dan warga yang terdampak, sering kali muncul
ketidakseimbangan dalam posisi tawar, di mana salah satu pihak merasa lebih berhak atau
lebih berkuasa dibandingkan pihak lainnya.

Oleh karena itu, keberhasilan mediasi juga bergantung pada kemampuan mediator
dalam membangun kepercayaan antara para pihak, menciptakan suasana yang kondusif
untuk negosiasi, serta memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan dihormati
dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator yang kompeten tidak hanya harus memahami

aspek hukum yang berkaitan dengan sengketa, tetapi juga harus memiliki keterampilan
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komunikasi yang baik, mampu meredakan ketegangan, serta dapat mengarahkan diskusi ke
arah yang lebih konstruktif.

Peran mediator dalam menyesuaikan metode pendekatan dengan karakteristik
masing-masing kasus juga sangat menentukan hasil akhir dari mediasi. Dalam sengketa
tanah yang melibatkan masyarakat adat, misalnya, pendekatan berbasis kearifan lokal sering
kali lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan formal yang terlalu kaku. Sementara itu,
dalam sengketa tanah komersial yang melibatkan perusahaan dan investor, penggunaan
mediasi berbasis evaluasi hukum bisa lebih membantu karena memberikan gambaran
mengenai kemungkinan hasil jika sengketa dilanjutkan ke jalur litigasi.

2. Ketersediaan Bukti dan Dokumen Legal

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di
Indonesia. Dalam banyak kasus, dokumen legal seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau
bukti kepemilikan lainnya memainkan peran penting dalam menentukan posisi hukum para
pihak yang bersengketa(Assidiqih & Susilowati, 2023). Ketidaksesuaian dokumen atau
kepemilikan ganda sering kali menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian
sengketa melalui mediasi. Menurut data dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 72% dari
sengketa tanah yang gagal dimediasi disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen atau
sengketa kepemilikan ganda. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi
pertanahan masih menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa
secara damai.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi
sebenarnya memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa tanah tanpa harus melalui
proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi(Saputro, 2022). Namun, terdapat
sejumlah tantangan dalam implementasi mediasi dalam sengketa tanah. Salah satu tantangan
utama dalam penyelesaian sengketa tanah adalah ketidakjelasan status hukum objek
sengketa. Dalam banyak kasus, tanah yang menjadi objek sengketa memiliki lebih dari satu
sertifikat yang diterbitkan oleh pihak yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh tumpang
tindih penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pemerintah
daerah, serta adanya praktik administrasi yang kurang transparan dan akuntabel. Selain itu,
terdapat pula kasus di mana data fisik di lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang
tercatat di BPN. Perbedaan ini dapat muncul akibat pemetaan yang kurang akurat,
manipulasi data, atau praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah dalam sistem

administrasi pertanahan.
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Ketidakjelasan status hukum ini sering kali membuat para pihak yang terlibat enggan
untuk berkompromi, karena masing-masing merasa memiliki bukti yang sah. Pihak yang
memiliki sertifikat resmi akan berpegang pada legalitas formal yang dikeluarkan oleh
instansi pemerintah, sedangkan pihak lainnya mungkin mengandalkan bukti kepemilikan
berdasarkan riwayat penguasaan fisik yang telah berlangsung lama atau dokumen-dokumen
adat yang diakui secara lokal. Dalam beberapa kasus, hak ulayat atau tanah adat juga
menjadi sumber konflik ketika berhadapan dengan sertifikat tanah yang diterbitkan tanpa
mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

Kondisi ini diperburuk oleh lambannya proses penyelesaian hukum, baik di tingkat
administratif maupun melalui peradilan. Proses pembuktian dalam persidangan sering kali
memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sementara ketidakpastian
hukum terus berlanjut. Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti BPN,
pemerintah daerah, dan pengadilan, juga memperumit penyelesaian sengketa tanah.
Akibatnya, konflik tanah berlarut-larut dan berpotensi memicu ketegangan sosial di
masyarakat.

3. Dukungan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti Badan Pertanahan
Nasional (BPN), pengadilan, dan kepolisian, dapat mempercepat dan memperlancar proses
mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah. Program mediasi tanah yang dicanangkan oleh
BPN pada tahun 2021 mencatat tingkat keberhasilan 60% dalam menyelesaikan kasus
sengketa tanah secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan(Saputro, 2022).
Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas mediasi sebagai mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa (APS) yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan proses
peradilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi.

Keterlibatan pemerintah melalui kebijakan yang mendukung mediasi tanah menjadi
faktor krusial dalam menciptakan solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
Dengan memanfaatkan peran fasilitator yang netral dan berpengalaman, mediasi dapat
membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses mediasi
ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mengurangi beban
pengadilan yang sering kali menghadapi antrian panjang perkara pertanahan. Selain itu,
mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk secara langsung berpartisipasi
dalam mencari solusi terbaik, sehingga keputusan yang diambil cenderung lebih diterima

oleh kedua belah pihak.
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Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan
pertanahan memiliki kapasitas untuk memberikan data yang akurat dan mendukung
transparansi dalam proses mediasi. Data dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPN,
seperti sertifikat hak milik, hak guna usaha, atau hak pakai, sering menjadi rujukan utama
dalam menentukan status kepemilikan tanah yang disengketakan(Retor et al., 2020).
Dengan adanya akses terhadap data yang valid, mediator dapat memastikan bahwa proses
mediasi berlangsung secara objektif dan berbasis pada fakta hukum yang jelas.

Adapun keterlibatan pemerintah dalam mediasi tanah melalui pembentukan regulasi
yang jelas dan tegas dari pemerintah, guna untuk memastikan bahwa hasil mediasi memiliki
kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya payung hukum yang memadai, para pihak
yang bersengketa dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap proses mediasi. Peran
aktif pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan hasil mediasi juga menjadi aspek penting
untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar dilaksanakan sesuai dengan
yang telah disepakati.

Sinergi antara pemerintah, BPN, mediator, dan masyarakat menjadi elemen kunci
dalam menciptakan sistem mediasi tanah yang efektif. Dengan pendekatan yang
mengedepankan dialog dan musyawarah, diharapkan konflik pertanahan dapat diselesaikan
secara damali, berkeadilan, dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang
terlibat serta mendukung terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Selain itu, peran dari pengadilan dan kepolisian sangat penting dalam memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi. Dengan adanya
pengawasan dari aparat penegak hukum, kemungkinan terjadinya intimidasi atau tindakan
kekerasan dapat diminimalisir, terutama dalam kasus sengketa tanah yang kerap kali
memicu konflik fisik di lapangan. Pengadilan, sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam
menegakkan hukum, dapat memastikan bahwa seluruh proses mediasi berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan
pelaksanaan mediasi sebagai upaya awal sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi,
khususnya dalam sengketa perdata.

Di sisi lain, peran kepolisian dalam menjaga keamanan selama proses mediasi tidak
kalah pentingnya. Kehadiran aparat kepolisian dapat memberikan rasa aman bagi para
pihak yang merasa terancam atau khawatir akan adanya tindakan kekerasan dari lawan
sengketa. Polisi juga memiliki kewenangan untuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik

yang mungkin terjadi di luar forum mediasi, seperti aksi massa atau blokade lahan. Dengan
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adanya pengawasan langsung dari aparat keamanan, pithak-pihak yang terlibat dalam mediasi
akan merasa lebih dilindungi dan cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat
tanpa rasa takut. Selain itu, jika ada indikasi pelanggaran hukum selama proses mediasi,
kepolisian dapat segera bertindak untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban
umum.

Sinergitas pengadilan dan kepolisian berperan dalam memastikan pelaksanaan hasil
mediasi yang telah disepakati bersama. Ketika sebuah kesepakatan telah dicapai dan
disahkan oleh pengadilan, keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
schingga para pihak wajib mematuhinya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mengeluarkan
putusan homologasi untuk memperkuat legalitas kesepakatan mediasi. Jika salah satu pihak
enggan atau gagal mematuhi perjanjian yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat
mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Proses ini akan melibatkan aparat
kepolisian untuk memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan,
terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan penguasaan fisik atas tanah.

Tidak hanya dalam aspek hukum formal, pengadilan dan kepolisian juga dapat
mendukung mediasi melalui pendekatan yang lebih humanis(Rahman & Munawar, 2025).
Misalnya, dalam sengketa yang melibatkan masyarakat adat atau kelompok rentan,
pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dapat menjadi pilihan
yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif. Pengadilan dapat merekomendasikan
mediasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat
sebagai mediator. Sementara itu, kepolisian dapat berperan sebagai fasilitator yang
memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara damai dan kondusif.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Di beberapa daerah, budaya musyawarah dan mufakat masih sangat kental dalam
menyelesaikan konflik tanah. Pendekatan berbasis kearifan lokal dapat menjadi faktor yang
sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi. Misalnya, penelitian di Kabupaten Bantul,
Yogyakarta, menunjukkan bahwa 80% kasus sengketa tanah yang berhasil dimediasi terjadi
karena adanya pendekatan musyawarah adat yang kuat. Tradisi ini berakar pada nilai-nilai
gotong royong, rasa kekeluargaan, dan penghormatan terhadap para sesepuh atau tokoh
masyarakat yang dihormati. Para pihak yang bersengketa cenderung lebih menerima hasil
mediasi yang difasilitasi melalui pendekatan adat karena mereka merasa didengar dan

dihormati dalam proses penyelesaian masalah. Dengan keterlibatan tokoh adat, mediator
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dapat lebih mudah membangun kepercayaan antar pihak, yang sering kali menjadi
tantangan utama dalam mediasi formal.

Selain di Yogyakarta, pendekatan serupa juga dapat ditemukan di berbagai wilayah
lain di Indonesia, seperti di komunitas adat Dayak di Kalimantan, Baduy di Banten, atau
Suku Awyu di Papua Selatan. Setiap komunitas memiliki mekanisme mediasi tradisional
yang mengedepankan musyawarah sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa.
Dalam banyak kasus, tokoh adat atau pemimpin komunitas berfungsi sebagai mediator
yang dihormati, mengingat pengetahuan mereka tentang hukum adat serta hubungan sosial
yang erat dengan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil melalui musyawarah adat
biasanya diterima dengan baik karena dianggap mencerminkan keadilan yang sesuai dengan
norma dan nilai-nilai lokal.

Pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki keunggulan yang signifikan dalam
mengurangi potensi konflik lanjutan. Proses mediasi yang dilaksanakan secara kekeluargaan
memungkinkan adanya dialog terbuka yang berfokus pada pemulihan hubungan antar
pihak. Dalam mediasi berbasis adat, prinsip musyawarah dan mufakat menjadi landasan
utama, di mana para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan, pandangan,
dan harapannya secara langsung. Pendekatan ini menciptakan ruang komunikasi yang lebih
inklusif, mengurangi prasangka, dan memperkuat rasa saling pengertian. Mediator yang
berasal dari tokoh masyarakat atau pemimpin adat juga memainkan peran penting dalam
menciptakan suasana yang kondusif dan penuh rasa hormat. Dengan latar belakang budaya
yang sama, mediator mampu memahami dinamika hubungan sosial di komunitas tersebut,
schingga lebih mudah membimbing para pihak menuju kesepakatan yang saling
menguntungkan.

Selain itu, proses mediasi yang mengedepankan prinsip kekeluargaan tidak hanya
berfokus pada penyelesaian sengketa secara hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan
sosial yang rusak akibat konflik(Kurniawan et al., 2024). Ketika kedua belah pihak terlibat
dalam dialog yang konstruktif, mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali
kepercayaan yang mungkin telah hilang selama perselisihan. Dalam beberapa kasus, para
pihak yang bersengketa bahkan dapat melanjutkan hubungan sosial yang harmonis setelah
mediasi selesai. Sikap saling memaafkan dan semangat rekonsiliasi menjadi nilai utama yang
diutamakan dalam penyelesaian berbasis kearifan lokal. Berbeda dengan proses peradilan
formal yang cenderung bersifat adversarial, di mana salah satu pihak merasa menang dan

pihak lainnya merasa kalah, pendekatan mediasi mendorong terciptanya solusi yang lebih
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humanis dan berkeadilan. Dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan secara
berlebihan, potensi konflik lanjutan dapat diminimalisir secara signifikan.

Dalam mediasi adat, pihak-pihak yang terlibat didorong untuk mengutamakan rasa
kekeluargaan dan menjaga hubungan sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
Proses ini sering kali melibatkan pendekatan simbolis, seperti makan bersama atau upacara
adat sebagai tanda rekonsiliasi. Ritual-ritual ini berfungsi sebagai bentuk penerimaan dan
penguatan kembali ikatan sosial, yang pada akhirnya mempercepat proses penyembuhan
luka batin akibat konflik. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali hidup berdampingan

secara damai, tanpa adanya rasa dendam atau keinginan untuk membalas.

Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Upaya Mediasi

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute
Resolution/ ADR) bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak yang
bersengketa(Ardhiyaningrum & Setiawati, 2024). Metode ini menekankan pada proses
musyawarah yang dilakukan secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral dan tidak
berpihak. Dalam praktiknya, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk
menyampaikan kepentingan serta aspirasinya secara langsung, sehingga solusi yang
dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing pihak
dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Mediasi dikenal sebagai pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan eckonomis
dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali memakan waktu lama serta biaya yang
besar(lThsani & Putra, 2024). Dengan adanya ruang dialog yang lebih terbuka dan
komunikasi yang konstruktif, mediasi membantu memperbaiki hubungan antara para pihak
yang bersengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan jangka panjang,
seperti sengketa bisnis, keluarga, atau komunitas.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, mediasi telah diakui sebagai salah satu
instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, baik di luar pengadilan (non-litigasi) maupun
dalam proses peradilan (litigasi)(Tamba & Mukharom, 2023). Mediasi menjadi bagian dari
sistem hukum modern yang menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dengan
menempatkan para pihak dalam posisi yang lebih aktif dalam mencari solusi atas
permasalahan mereka. Sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa (A/ternative Dispute
Resolution/ ADR), mediasi menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan

dengan proses peradilan konvensional, yang sering kali bersifat kaku dan memerlukan
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waktu serta biaya yang besar(Khakimuddin, 2024). Oleh karena itu, banyak negara mulai
mengadopsi sistem mediasi dalam berbagai sektor hukum, termasuk hukum perdata,
hukum keluarga, hingga sengketa bisnis dan ketenagakerjaan.

Di Indonesia, mekanisme mediasi telah diatur secara resmi dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA), yang mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke
pengadilan untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum memasuki tahap
pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi beban perkara di
pengadilan, mengingat tingginya angka kasus yang harus diselesaikan setiap tahunnya, yang
sering kali menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses peradilan.
Dengan adanya mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara perdata, diharapkan banyak
sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan tanpa harus melalui proses persidangan yang
panjang dan kompleks.

Selain mengurangi beban pengadilan, mediasi juga mendorong penyelesaian sengketa
yang lebih berkeadilan dan berlandaskan pada asas win-win solution. Dalam proses mediasi,
para pihak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi secara langsung dengan bantuan
seorang mediator yang bersikap netral dan profesional. Berbeda dengan putusan pengadilan
yang bersifat menang-kalah (zero-sum game), mediasi memungkinkan para pihak mencapai
kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya
menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dan realistis, tetapi juga dapat menjaga hubungan
baik antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus yang melibatkan hubungan
bisnis, keluarga, atau komunitas.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan
efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah masih belum optimal. Salah satu
kendala utama dalam penerapan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa adalah
kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak yang bersengketa mengenai manfaat dari
proses ini. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penyelesaian sengketa hanya
dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, yang dianggap lebih formal dan memiliki
kekuatan hukum yang lebih mengikat(Boboy et al., 2020). Pandangan ini sering kali berakar
pada pemahaman yang terbatas tentang alternatif penyelesaian sengketa serta minimnya
sosialisasi mengenai keunggulan mediasi dibandingkan dengan proses peradilan
konvensional. Akibatnya, banyak pihak yang enggan untuk mencoba mediasi dan lebih

memilih langsung membawa kasus mereka ke pengadilan, meskipun jalur litigasi sering kali
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memakan waktu lama, biaya tinggi, serta dapat merusak hubungan antara pihak-pihak yang
terlibat.

Kurangnya pemahaman ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan pola pikir
masyarakat yang cenderung melihat pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat
memberikan keadilan. Dalam beberapa komunitas, terutama di daerah yang memiliki sistem
hukum adat yang kuat, penyelesaian sengketa secara informal melalui musyawarah atau
perundingan sebenarnya sudah dikenal. Namun, ketika berhadapan dengan sistem hukum
formal, banyak orang merasa lebih nyaman mengikuti prosedur yang sudah umum
diketahui, yaitu melalui pengadilan, meskipun sebenarnya mediasi dapat menjadi solusi yang
lebih cepat dan efektif. Selain itu, ada juga anggapan bahwa memenangkan perkara di
pengadilan memberikan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan kesepakatan yang
dicapai melalui mediasi, sehingga pihak yang merasa memiliki posisi yang lebih kuat dalam
sengketa lebth memilih jalur litigasi untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan
mereka.

Selain aspek budaya dan persepsi masyarakat, kurangnya informasi dan edukasi
mengenai mediasi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat
partisipasi dalam proses ini(Simorangkir et al., 2020). Banyak pihak yang terlibat dalam
sengketa tidak memahami bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih fleksibel
dan sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus melalui prosedur hukum yang panjang
dan kompleks. Tidak adanya pemahaman yang cukup tentang bagaimana mediasi
berlangsung, siapa yang bertindak sebagai mediator, serta bagaimana hasil mediasi dapat
diakui secara hukum, sering kali membuat para pihak ragu untuk memilih jalur ini.
Ditambah lagi, minimnya promosi dan sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga
peradilan mengenai peran penting mediasi dalam sistem hukum Indonesia semakin
memperkuat persepsi bahwa litigasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa
secara sah.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman berdampak pada sikap para pihak yang
bersengketa dalam menjalani proses mediasi. Banyak di antara mereka yang datang ke meja
mediasi tanpa memiliki ititkad baik untuk mencari solusi bersama, tetapi hanya mengikuti
prosedur sebagai formalitas sebelum melanjutkan kasus mereka ke pengadilan. Sikap yang
kurang kooperatif ini menyebabkan proses mediasi menjadi tidak efektif dan berujung pada
kegagalan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam

beberapa kasus, pithak yang merasa memiliki posisi lebih kuat bahkan memanfaatkan

Journal of Dual Legal Systems, Vol. 2, No. 1, 2025




Andri Irama Daulay & Fahmi Hakim

mediasi hanya sebagai taktik untuk mengulur waktu atau menghindari penyelesaian yang
sebenarnya.

Selain itu, Ketidakpercayaan terhadap netralitas mediator merupakan salah satu faktor
utama yang menghambat efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Dalam
banyak kasus, para pihak yang bersengketa merasa ragu apakah mediator benar-benar
bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak. Keraguan ini semakin meningkat
apabila mediator berasal dari lingkungan yang dekat dengan salah satu pihak yang
bersengketa, misalnya memiliki hubungan sosial, ekonomi, atau bahkan kepentingan
tertentu dalam sengketa yang sedang berlangsung. Dalam konteks masyarakat yang
memiliki hubungan sosial yang erat, seperti dalam sengketa tanah di komunitas adat atau
lingkungan perkampungan, kecenderungan untuk memilih mediator dari kalangan internal
sering kali justru menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Pihak yang merasa kurang
diuntungkan dalam proses mediasi mungkin menganggap bahwa mediator akan lebih
berpihak kepada pihak yang memiliki kedekatan lebih besar, baik secara emosional maupun
struktural.

Ketidakpercayaan masyarakat sering kali diperkuat oleh kurangnya transparansi dalam
proses pemilihan mediator. Dalam beberapa kasus, pihak yang lebih dominan dalam
sengketa memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan siapa mediator yang akan
bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa(Saragi et al., 2017). Jika
mekanisme pemilihan mediator tidak dilakukan secara terbuka dan melibatkan kesepakatan
bersama dari kedua belah pihak, maka salah satu pihak bisa saja merasa dirugikan bahkan
sebelum proses mediasi dimulai. Selain itu, persepsi tentang kurangnya profesionalisme
mediator juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan dengan
optimal. Beberapa mediator mungkin tidak memiliki keahlian yang cukup dalam mengelola
konflik atau gagal menjaga posisi netralnya dalam memberikan panduan kepada para pihak
yang bersengketa.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum (ILega/ Certainty Theory) yang dikembangkan
oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu elemen utama dalam
mewujudkan keadilan dan efektivitas sistem hukum(Indra Yudha Koswara, 2022). Teori ini
menckankan bahwa hukum harus dapat memberikan prediktabilitas dan ketegasan dalam
setiap penyelesaian masalah hukum agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem
yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, individu atau kelompok yang bersengketa akan

merasa ragu terhadap legitimasi suatu mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk dalam
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proses mediasi. Dalam konteks mediasi, ketidakpercayaan terhadap netralitas mediator
mengindikasikan bahwa mekanisme ini belum mampu memberikan kepastian hukum bagi
para pihak yang bersengketa. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah sifat
mediasi yang bersifat sukarela dan fleksibel, yang sering kali dianggap kurang memberikan
jaminan objektivitas dibandingkan dengan putusan pengadilan yang berbasis pada norma
hukum yang ketat.

Dalam penyelesaian sengketa tanah, ketidakpastian hukum dalam proses mediasi
menjadi semakin kompleks karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang
tinggi(Hakim & Rauda, 2025). Tanah bukan sekadar aset material, tetapi juga sering kali
menjadi bagian dari identitas komunitas dan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu,
ketika terjadi sengketa, para pihak biasanya menginginkan penyelesaian yang tegas dan
memiliki kekuatan hukum yang jelas agar hak atas tanah yang mereka klaim tidak lagi
dipermasalahkan di masa depan. Namun, dalam praktiknya, mediasi sering kali menghadapi
hambatan berupa ketidakpercayaan terhadap mediator, terutama jika mediator dianggap
memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak atau kurang memiliki pemahaman
mendalam mengenai hukum pertanahan. Ketidakpercayaan ini semakin diperparah oleh
kurangnya standar yang ketat dalam pemilihan mediator serta minimnya mekanisme
pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi dalam kasus pertanahan.

Selain itu, dalam sengketa tanah yang melibatkan pihak yang memiliki kekuatan lebih
besar, seperti antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah, ketidakpastian
hukum dalam mediasi menjadi semakin mencolok(Veren Sempo et al., 2024). Masyarakat
sering kali merasa bahwa mediasi tidak akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada
keadilan karena mediator yang ditunjuk bisa saja memiliki kepentingan tersendiri atau
tunduk pada tekanan pihak yang lebih berkuasa. Akibatnya, banyak pihak yang lebih
memilih jalur litigasi di pengadilan karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum
melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu sistem hukum yang ideal harus
mampu menjamin bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan
kewajibannya serta mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil.
Dalam konteks mediasi sengketa tanah, ketidakjelasan prosedur dan potensi keberpihakan
mediator justru menimbulkan keraguan mengenai apakah keputusan yang dihasilkan benar-
benar dapat memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan. Jika hasil mediasi tidak

memiliki kepastian dalam pelaksanaannya, pthak yang merasa tidak puas dapat kembali
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menggugat atau menolak untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, sehingga
permasalahan sengketa tanah tidak benar-benar terselesaikan.

Adapun hambatan lainnya adalah keterbatasan regulasi dan mekanisme pelaksanaan
mediasi dalam kasus-kasus sengketa tanah. Meskipun mediasi telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masih terdapat kelemahan dalam
implementasinya, terutama dalam hal kepatuhan para pihak untuk menjalani mediasi
dengan itikad baik. Dalam beberapa kasus, pihak yang memiliki posisi lebih kuat, baik
secara ckonomi maupun politik, sering kali memanfaatkan mediasi sebagai alat untuk
menunda penyelesaian sengketa, tanpa adanya niat serius untuk mencapai kesepakatan.
Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak kooperatif dalam mediasi

membuat banyak proses mediasi berakhir tanpa hasil yang konkret.

KESIMPULAN

Mediasi memiliki peranan penting dan potensi yang besar dalam penyelesaian
sengketa pertanahan di Indonesia, terutama sebagai salah satu metode alternatif yang dapat
memberikan penyelesaian yang lebih cepat, murah dan damai dibandingkan dengan litigasi
di pengadilan. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk terlibat langsung
dalam perundingan, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan
lebih dapat diterima oleh semua pihak. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa
pertanahan sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator, dukungan hukum dan
kelembagaan yang memadai, serta pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap
proses mediasi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan
yang menghambat efektivitas mediasi. Ketimpangan kekuasaan antara para pihak yang
bersengketa sering menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan yang adil, sementara itu
minimnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi dan minimnya dukungan hukum di
beberapa daerah juga menjadi kendala yang cukup berarti. Oleh karena itu, diperlukan
upaya yang lebih intensif berupa pembenahan hukum dan kelembagaan, peningkatan

pelatihan bagi mediator, serta edukasi kepada masyarakat.
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